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WALIKOTA SINGKAWANG

PROVINSI KALIMATAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KELURAHAN DI KOTA SINGKAWANG

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SINGKAWANG,

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Pemerintah  daa untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyearakat, perlu adanya Standar Operasional
Prosedur (SOP: Pelavanan Adminisirasi Terpadu
Kelurahan (PATEL! di Kota Singkawang:

balhtwa  berdasarkan  pertimbargan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu meaetapkan Peraturan
Welikotz Singkawang tentang Siandear Operasional
Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Keluraban
d: Xota Singkawang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Reoublik Indonesia Tashun 2001 Nomor 92 Tambabhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20006 tentzng
Administrasi  Kependudukan (Lembaran  Negura
Republik Indoaesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambatan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenteng
Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomoer 5938);

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pamerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5537)
sebagairnana telah iubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Parubahan Kedua Atas Undang-Undeng Nomor 23
tohun 2014 tentang Pemerintahan Dzerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Peraerintah Nornor 73 Tahun 2005 tentang
Keluraban (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4588);



Menetapkan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Talkun 2006
teritang Pedoman FPenvelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

7. Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi SBirokorasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedemar: Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemnerintahar (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 049);

9. Peraturan Walikora Singkawang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Sistem Penyeclenggaraan Pelayanan Terpadu
Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang
Tahun 200 Nomor 41});

10. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Uraian Tugas Pejabar  Struktural di
Lingkungan Keluraban Kota Singkawang (Berita
Diaerah Kota Singkawang Tehun 2009 Nomor 62);

11. Peraturan Walikora Singkawang Nomor 31 Tahun 2012
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayaran
Fendaftarar Perdudul dan Pelayanan Pencatatan S:pil
(Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Norior
31);

12. Feraturan Walikota Singkawang Nomer 20 Tahun 2013
tentang SOP  Palayanan  Adriimistrasi  Terpadu
Kecamatan (PATEN) Kota Singkavang (Berita Daerah
Kota Singkewang Tahun 2013 Nomor 20);

13. Feraturan Walikora Singkawang Noracr 45 Tahun 2014
tentang Pedceman Penyusunan Stardar Operasional
Frosedur Adiainistrasi Pernerintahan di Lirgkungan
Femerirtah Wota Singkawang (Berita Daerah Kota
Singkawang Tahun 2014 Nomor 45).

MEMUTJSKAN:

PERATURAN  WALIKOTA SINGKAWANG  TENTANG
STAMNDAR  OPERASIONAL PROSEDUR  PELAYANAN
ADMINISTRASI TZRPADU KELURAHAN DI KOTA
SINGKAWANG.

BA3
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturar Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggarzan
Pemerintahan Daerah yang mem:mpin peiaksanaan urusan pemerintalb:an
yang menjadi kewenangan caerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Singkaweang.

4. Kelurahan adalah wilayah Xkerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota
Singkawang dalam wilayah Kerja Kecematan.

5. Lurah adalah pemim:nin darnt koordingtor penyelenggaraan pemerintahar di
wilayah kerja kecamaran yang dalem pelaksanaan tugasnya mempercieh
pelimpahan kewenarigan pemerintzhan dari Walikota Singkawang uniuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menvelenggarakan tugas

- umum pemerintahan.




6. Penyelenggaraan Pelayanan Adm:nustrasi Terpadu Kelurahan selanjutnya
disingkat PATEL adalah kegiatan penyelenggaraan pelavanan publik di
kelurahan dari tahap permohonar: sarapai ke tahap terbitnya dokumen.

7. Standar Operasional Prosedur selanutnya disingkat (SOP) adalah pedoman
bagi aparatur pemerintah vang berhubungar: secara langsung dengan
publik maupun sebagai penunjang penyvelenggaraan aktivitas di lingkungan
pemerintah sesuai dengan aturen den kewenangan yang berlaku.

8. Dokumen Kependudikan adalak Dekumen resmi yeng diterbitkan coleh
Instansi Pelaksana yang mempunyvai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
Pencatatan Sipil.

9. Pemberi Layanan adalah pejabat/npegawai :nstans: pemerintah yang
melaksanakan tugas dan fungs: pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-urndangar:.

10. Penerima Layanan adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan
badan hukum.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyelenggaraarr PATEL adalabh mewiwjudkan Kelurahan sebagai pusat
pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangan.

Pasal 3

PATEL mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatlan
pelayanan kepada masyarakat.

EBAR I
JENIS PELAYANAN DAN SOP PELAYANAN
Fasal 4

Jenis-Jenis Pelayanan vang dilaksanakan oleh Kelurahan di wilavah kerja
Lurah meliputi:

a. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris;

b. Pelavanan Pencatatarn dan Penerbitan Biodata Penduduk;

c. Pelayanan Pencatatan terhadap Pe=ribahan Bicdata Penduduk;

d. Pelavanan Surat Pengantar Karru Keluarga;

e. Pelavanan Surat Pengantar Kartu Tenda Penduduk/KTP;

f. Pelayanan Surat Keterangan Pindah dan Surat Penganrar Pindah;

g. Pelayanan Surat Pengantar Pindah Datang;

h. Pelayanan Surat Pengantar Akta Kelahiran;

i. Pelayanan Surat Pengantar Akta Kematian,

j- Pelavanan Surat Pengantar Nikah:

k. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan Berkenaan dengan Surat
Keterangan Perkawinan;

1. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan Berkenaan dengan Pengantar

Cerai Rujuk;

m. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan Berkenaan dengan Keterangan
Janda/Duda;

n. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan Berkenaan dengan Keterangan
Belum Menikah;

o. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan Berkenaai dengan Keteranzan
Beda Nama;

p. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan Berkenaan dengan Keterangan
Dormisili; '

q. Pelayanan Surat Pengantar [jin Keramaian (Ijin tempat penvelenggaraani;



r. Pelayanan Rekomendasi Lurah Berkenaan Domisili Sekretariat Partai
Politik/Ormas/LSM/Orsos;

s. Pelayanan Surat Keterangar Tidak Mampu;

t. Pelayanan Surat Pengantar Rumah Tidak Layak Huni;

u. Rekomendasi Pengumpulan Uang den atau Barang untuk Keperluan Sosial
Skala Kelurahan,;

v. Pelayanan Rekomendasi Lurah Organisasi Sosial;

w. Pelayanan Rekomendasi Pernbanguanan,/Rebab Rumah badah;

x. Pelayanan Surat Pengantar [jir FPenyelenggaraan Pendidikan Non Formal
dan Informal;

y. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga;

z. Pelayanan Surat Keterangar Penghasiian;

aa. Pelayanan Surat Keterangan Dom:sili Jsahg;

bb. Pelayanan Surat Keterangar: Domssili Perusahaan; dan

cc. Pelayanan Surat Keterangan Bangunan.

Pasal 5

(1) SOP Pelayanan yang dilaksanakar cleh Kelurahan meliput::
a. jenis pelayanan;
b. uraian kegiatan,;

. pelaksana:

. kelengkapan;

. waktu;

output; dan

. keterangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai meckanisme SOP Pelavanan tercantum
dalam lampiran yarg merupakan bagian yang tidek terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
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BAB 1V
SANKSI
Pasal 6

Bagi Pemberi Lzyanan maupun Penerma lLayanan dezpat dikenai sarksi
administrasi apabila melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Sanksi kepada petugas Pemberi Layanan didasarkan pada Peraturan
Perundang-Undangan yang ber'aku.

Pasal 8

(1) Sanksi kepada Penerma Layanan dapat berupa pencabutan dan aau
pembatalan dokumern.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang menandatangari dokumen pelayanan, baik pada saat mesih
dalam proses pelayanan maupun serveiah dokumen pelayanan dikeluarkan.

BAB V
KETENTU AN LAIN-LAIN
Pasal ©

Ketentuan mengenai bentuk tata naskah yang digunakan untuk jenis
pelayanan mengacu pada Peraturan Walikota Singkawang yang mengstur
tentang Tata Naskah Dinas.



BAB V1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya daiam Benta Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 1 Juli 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG [SHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

YASMA IZAR, S H.
Pernbira Tk.l
NIP. 196810:6 199803 1 004



